
ALUR PROSES PERKARA PERDATA GUGATAN

PENGGUGAT/KUASA HUKUM

KEPANITERAAN PERDATA

 Petugas PTSP menerima Surat

Gugatan.

 Panitera Muda Perdata memeriksa

kelengkapan berkas surat Gugatan

(Identitas diri, Surat Gugatan, Surat

Kuasa, Soft Copy Gugatan, dll.

 Panitera Muda Perdata/Meja I merinci

panjar biaya perkara.

 Kasir membuat slip setoran untuk

disetorkan oleh Penggugat/Kuasa

Hukum, kemudian diserahkan kembali

kepada Kasir untuk dibuatkan SKUM.

 Kasir menginput nomer Perkara dalam

aplikasi SIPP untuk diregistrasi.

 Mencatat kedalam buku Register

Induk Perkara Perdata Gugatan oleh

Meja II.

 Menyerahkan berkas perkara yang

telah lengkap kepada ketua

Pengadilan.

KETUA PENGADILAN

Menunjuk Majelis Hakim melalui 

Penetapan

PANITERA

 Menunjuk Panitera Pengganti.

 Menunjuk Jurusita/Jurusita Pengganti

KEPANITERAAN PERDATA

Mencatat kedalam SIPP dan Buku Register 

Induk Perkara tentang penunjukan Majelis 

Hakim dan PP

HAKIM

Membuat penetapan hari sidang

JURUSITA/JURUSITA 

PENGGANTI

 Melakukan pemanggilan para pihak

untuk hadir pada sidang yang telah

ditetapkan

 Menyerahkan relaas panggilan yang

telah dijalankan kepada Hakim melalui

PP

HAKIM

 Melaksanakan proses persidanagan

sampai dengan Putusan

 Memerintahkan kepada JS/JSP untuk

menyampaikan Pemberitahuan Putusan

kepada Para Pihak yang tidak hadir

PANITERA PENGGANTI

Menyampaikan kepada JS/JSP tentang 

Penetapan Hakim tentang hari sidang untuk 

pemanggilan para pihak

JURUSITA/JURUSITA 

PENGGANTI

 Menyampaikan Pemberitahuan Putusan

kepada pihak tidak hadir

 Menyerahkan relaas Pemberitahuan

Putusan kepada Hakim melalui PP



ALUR PROSES PERKARA GUGATAN SEDERHANA

GUGATAN KEPANITERAAN PERDATA

 Mengisi Blangko gugatan.

 Identitas Penggugat dan

Tergugat.

 Ringkasan duduk Perkara.

 Tuntutan Penggugat.

 Bukti Surat Dilegalisir.

PANITERA

 Memeriksa Syarat Gugatan (psl 3

& 4).

 Telah Lengkap, SKUM dibayar

dan Gugatan dicatat dalam Buku

Register Khusus.

 Dapat melalui Proses Prodeo,

bagi yang tidak mampu.

PEMERIKSAAN PENDAHULUAN

(Dissmissal Proses)

KETUA PENGADILAN

HAKIM TUNGGAL

Memenuhi Syarat Gugatan 

Sederhana

PENETAPAN HAKIMPENETAPAN HARI SIDANG

PEMANGGILAN PARA PIHAK

TIDAK MEMENUHI SYARAT 

GUGATAN SEDERHANA

SIDANG PERTAMA

(Hakim Wajib Mengupayakan 

Perdamaian)

 Menyatakan bukan Gugatan

Sederhana.

 Perintah mencoret dari register

Perkara.

 Mengambil sisa panjar Perkara.

Tercapai perdamaian
Tidak Tercapai 

perdamaian

Putusan Akta 

Perdamaian

Tidak Ada Upaya 

Hukum

Pembacaan Gugatan dan 

Jawaban Tergugat

(sesuai formulir jawaban) tidak 

dapat diajukan tuntutan provisi, 

eksepsi, rekonpensi, intervensi, 

replik, duplik, kesimpulan

PEMBUKTIAN

1. Pembuktian bersifat sederhana.

2. Gugatan yang diakui/tidak

dibantah tidak perlu pembuktian.

3. Pembuktian sesuai Hukum Acara

Perdata yang berlaku.

PUTUSAN

1. Sesuai formulir.

2. Dalam sidang yang terbuka

untuk umum.

3. Hakim wajib

memberitahukan Upaya

Hukum “keberatan” dalam

waktu 7 hari.



ALUR PROSES PERKARA PERDATA BPSK

PENGGUGAT/KUASA HUKUM

KEPANITERAAN 

PERDATA

 Petugas PTSP menerima Surat

Gugatan dari Pemohon Gugatan

 Panitera Muda Perdata memeriksa

kelengkapan berkas surat Gugatan

(Bukti identitas diri, Surat Gugatan,

Surat Kuasa, Soft Copy Gugatan, dll.

 Panitera Muda Perdata/Meja I merinci

panjar biaya perkara.

 Kasir membuat slip setoran untuk

disetorkan oleh Penggugat/Kuasa

Hukum, kemudian diserahkan kembali

kepada Kasir untuk dibuatkan SKUM.

 Kasir menginput nomer Perkara dalam

aplikasi SIPP untuk diregistrasi.

 Mencatat kedalam buku Register

Induk Perkara Perdata Gugatan oleh

Meja II.

 Menyerahkan berkas perkara yang

telah lengkap kepada ketua

Pengadilan.

KETUA PENGADILAN

Menunjuk Majelis Hakim melalui 

Penetapan

PANITERA

 Menunjuk Panitera Pengganti.

 Menunjuk Jurusita/Jurusita Pengganti

KEPANITERAAN PERDATA

Mencatat kedalam SIPP dan Buku Register 

Induk Perkara tentang penunjukan Majelis 

Hakim dan PP

HAKIM

 Membuat penetapan hari sidang

 Dalam hal mengadili diatur dalam Pasal

19 ayat (2) UU No.8 Tahun 1999

JURUSITA/JURUSITA 

PENGGANTI

 Melakukan pemanggilan para pihak

untuk hadir pada sidang yang telah

ditetapkan

 Menyerahkan relaas panggilan yang

telah dijalankan kepada Hakim melalui

PP

 Upaya Hukum terhadap Putusan BPSK

Kasasi

HAKIM

 Melaksanakan proses persidanagan

sampai dengan Putusan

 Memerintahkan kepada JS/JSP untuk

menyampaikan Pemberitahuan Putusan

kepada Para Pihak yang tidak hadir

PANITERA PENGGANTI

 Menyampaikan kepada JS/JSP tentang

Penetapan Hakim tentang hari sidang

untuk pemanggilan para pihak

 Memberikan Putusan dalam waktu 21

(dua puluh satu) hari kerja

JURUSITA/JURUSITA 

PENGGANTI

 Menyampaikan Pemberitahuan Putusan

kepada pihak tidak hadir

 Menyerahkan relaas Pemberitahuan

Putusan kepada Hakim melalui PP

 Perma RI No.01 Tahun 2016

 Diajukan dalam tenggang waktu 14

hari kerja sejak pelaku usaha

menerima Pemberitahuan Putusan

BPSK

 Keberatan diajukan dalam rangkap 6



ALUR PROSES PERKARA PERDATA PERMOHONAN

PEMOHON/KUASA 

HUKUM

KEPANITERAAN PERDATA

 Petugas PTSP menerima Surat

Permohonan.

 Panitera Muda Perdata memeriksa

kelengkapan berkas surat

Permohonan (Identitas diri, Surat

Kuasa, Soft Copy Permohonan dll.

 Panitera Muda Perdata/Meja I

merinci panjar biaya perkara.

 Kasir membuat slip setoran untuk

disetorkan oleh Pemohon/Kuasa

Hukum, kemudian diserahkan

kembali kepada Kasir untuk

dibuatkan SKUM.

 Kasir menginput nomer Perkara

dalam aplikasi SIPP untuk

diregistrasi.

 Mencatat kedalam buku Register

Induk Perkara Perdata Permohonan

oleh Meja II.

 Menyerahkan berkas perkara yang

telah lengkap kepada Wakil Ketua

Pengadilan.

WAKIL KETUA PENGADILAN

Menunjuk Majelis Hakim melalui 

Penetapan

PANITERA

 Menunjuk Panitera Pengganti.

 Menunjuk Jurusita/Jurusita Pengganti

KEPANITERAAN PERDATA

Mencatat kedalam SIPP dan Buku Register 

Induk Perkara tentang penunjukan Majelis 

Hakim dan PP

HAKIM

Membuat penetapan hari sidang

JURUSITA/JURUSITA 

PENGGANTI

 Melakukan pemanggilan para pihak

untuk hadir pada sidang yang telah

ditetapkan.

 Menyerahkan relaas panggilan yang

telah dijalankan kepada Hakim melalui

PP.

HAKIM

Melaksanakan proses persidanagan sampai 

dengan Putusan

PANITERA PENGGANTI

Menyampaikan kepada JS/JSP tentang 

Penetapan Hakim tentang hari sidang untuk 

pemanggilan para pihak



ALUR PROSES PERKARA PERDATA EKSEKUSI

PEMOHON/KUASA HUKUM

KEPANITERAAN PERDATA

Panitera Muda Perdata 

menerima/memeriksa perdaftaran 

Permohonan Eksekusi disampaikan 

Panitera

KETUA PENGADILAN

Menetapkan waktu aanmaning Termohon 

Eksekusi

JURUSITA/JURUSITA 

PENGGANTI

 Memanggil Para Pihak untuk

aanmaning

 Melaksanakan aanmaning dan dibuat

Berita Acara aanmaning

PANITERA/WAKIL PANITERA

Melakukan aanmaning dan dibuat Berita 

Acara aanmaning

KETUA PENGADILAN

Melakukan aanmaning dan dibuat Berita 

Acara aanmaning

KETUA PENGADILAN

Membuat Penetapan Eksekusi

JURUSITA/JURUSA PENGGANTI

Melaksanakan Eksekusi dan membuat 

Berita Acara Eksekusi

JURUSITA/JURUSITA 

PENGGANTI

Melaksanakan Sita dan membuat Berita 

Acara Sita

PANITERA/WAKIL PANITERA

Membuat resume berkas Permohonan 

Eksekusi

KEPANITERAAN PERDATA

 Panitera Muda Perdata menghitung

besarnya panjar biaya Perkara.

 Kasir membukukan panjar kedalam

Buku Keuangan Perkara Eksekusi.

 Meja III mencatat Permohonan Eksekusi

dalam register Permohonan

KEPANITERAAN PERDATA

Menyerahkan berkas Eksekusi ke bagian 

Hukum



ALUR PROSES UPAYA HUKUM BANDING

PEMOHON KASASI/KUASA 

HUKUM

KEPANITERAAN PERDATA

 Meja III memeriksa kelengkapan/syarat

yang harus dipenuhi yaitu : Surat

Permohonan Banding, Surat Kuasa (jika

menggunakan advocat), Memori Banding.

 Panitera Muda Perdata/Meja I merinci

panjar biaya Upaya Hukum Banding.

 Kasir membuat slip setoran untuk

disetorkan oleh Pembanding/Kuasa

Hukum, kemudian diserahkan kembali

kepada kasir untuk membuat SKUM.

 Meja III membuat akta pernyataan

Banding yang diajukan oleh

Pembanding/Kuasanya.

 Kasir menginput nomor Perkara Banding

dalam Aplikasi SIPP untuk diregistrasi.

 Mencatat kedalam buku register Induk

Perkara Banding oleh Meja II.

PANITERA

Pembanding/Kuasa Hukumnya 

menandatangan akta pernyataan Banding 

dihadapan Panitera

KEPANITERAAN PERDATA

 Menyampaikan kepada JS/JSP untuk

memberitahukan adanya upaya Hukum

Banding kepada pihak Terbanding.

 Menyampaikan kepada JS/JSP untuk

memberitahukan dan menyerahkan

Memori Banding kepada Terbanding.

 Menyampaikan kepada JS/JSP untuk

memberitahukan dan menyerahkan

Kontra Memori Banding kepada

Pembanding.

 Menyampaikan kepada JS/JSP untuk

memberitahukan Inzage (mempelajari

berkas) kepada Pembanding dan

Terbanding.

JURUSITA/JURUSITA 

PENGGANTI

 Menyampaikan Pemberitahuan

Pernyataan Banding kepada Pihak

Terbanding.

 Menyampaikan Pemberitahuan dan

menyerahkan Memori Banding kepada

pihak Terbanding.

 Menyampaikan Pemberitahuan dan

menyerahkan Kontra Memori Banding

kepada pihak Pembanding.

 Menyampaikan Pemberitahuan Inzage

(mempelajari berkas) kepada

Pembanding dan Terbanding.

 Menyerahkan Relaas Pemberitahuan

yang telah dijalankan kepaniteraan

Perdata.

KEPANITERAAN PERDATA

 Meja III melakukan penjilidan berkas

perkara yang terdiri dari Bundel A dan

Bundel B.

 Panitera Muda Perdata/Meja I mengirim

berkas yang telah lengkap ke Pengadilan

Tinggi.



ALUR PROSES UPAYA HUKUM KASASI

PENGGUGAT/KUASA HUKUM

KEPANITERAAN PERDATA

 Meja III memeriksa kelengkapan/syarat

yang harus dipenuhi yaitu : Surat

Permohonan Kasasi, Surat Kuasa (jika

menggunakan advocat), Memori Kasasi,

soft copy Memori Kasasi.

 Panitera Muda Perdata/Meja I merinci

panjar biaya Upaya Hukum Kasasi.

 Kasir membuat slip setoran untuk

disetorkan oleh Pemohon Kasasi/Kuasa

Hukumnya, kemudian diserahkan kembali

kepada kasir untuk membuat SKUM.

 Meja III membuat akta pernyataan Kasasi

yang diajukan oleh Pemohon

Kasasi/Kuasanya.

 Kasir menginput nomor Perkara Kasasi

dalam Aplikasi SIPP untuk diregistrasi.

 Mencatat kedalam buku register Induk

Perkara Kasasi oleh Meja II.

PANITERA

Pemohon Kasasi/Kuasa Hukumnya 

menandatangan akta pernyataan Banding 

dihadapan Panitera

KEPANITERAAN PERDATA

 Menyampaikan kepada JS/JSP untuk

memberitahukan adanya upaya Hukum

Kasasi kepada pihak termohon Kasasi.

 Menyampaikan kepada JS/JSP untuk

memberitahukan dan menyerahkan

Memori Kasasi kepada termohon Kasasi.

 Menyampaikan kepada JS/JSP untuk

memberitahukan dan menyerahkan

Kontra Memori Kasasi kepada Pemohon

Kasasi.

 Menyampaikan kepada JS/JSP untuk

memberitahukan Inzage (mempelajari

berkas) kepada Pemohon dan termohon

Kasasi.

JURUSITA/JURUSITA 

PENGGANTI

 Menyampaikan Pemberitahuan

Pernyataan Kasasi kepada Pihak

termohon Kasasi.

 Menyampaikan Pemberitahuan dan

menyerahkan Memori Kasasi kepada

pihak termohon Kasasi.

 Menyampaikan Pemberitahuan dan

menyerahkan Kontra Memori Kasasi

kepada pihak Pemohon Kasasi.

 Menyampaikan Pemberitahuan Inzage

(mempelajari berkas) kepada Pemohon

dan termohon Kasasi.

 Menyerahkan Relaas Pemberitahuan

yang telah dijalankan kepaniteraan

Perdata.

KEPANITERAAN PERDATA

 Meja III melakukan penjilidan berkas

perkara yang terdiri dari Bundel A dan

Bundel B.

 Panitera Muda Perdata/Meja I mengirim

berkas yang telah lengkap ke MA-RI.



ALUR PROSES UPAYA HUKUM KEBERATAN

PERMOHONAN UPAYA 

HUKUM KEBERATAN

KEPANITERAAN PERDATA

 Tenggang waktu pengajuan keberatan 7

hari kerja.

 Menyiapkan akta pernyataan keberatan.

KETUA PENGADILAN 

NEGERI

( 1x24 jam setelah permohonan keberatan 

dinyatakan lengkap)

MAJELIS HAKIM

PUTUSAN

 Paling lambat 7 hari setelah penetapan

Majelis Hakim.

 Bersifat final dan binding (tidak ada

Upya Hukum lain)

PANITERA

 Menandatangani pernyataan akta

keberatan.

 Menerima formulir memori keberatan

disertai alasan 5 rangkap (3 hari).

 Menerima kontra memori keberatan (3

hari setelah diberitahukan.

PEMERIKSAAN PERSIDANGAN

Hanya atas dasar :

 Putusan dari berkas Gugatan Sederhana.

 Permohonan keberatan dan memori

keberatan.

 Kontra memori.

 Tidak ada pemeriksaan tambahan.



ALUR PROSES PERMOHONAN KONSINYASI

Debitur/Pemohon 

mengajukan permohonan di 

Pengadilan Negeri

Permohonan dengan Petitum :

 Menyatakan sah dan

berharga, pernyataan

kesediaan untuk

membayar yang diikuti

dengan penyimpanan

tersebut.

 Menghukum Termohon

untuk membayar biaya

perkara (termasuk biaya

perawatan dan

penyimpanan).

Jurusita +2 orang saksi 

menjalankan penetapan 

Ketua PN yang dituangkan 

dalam berita acara

Ketua PN menerbitkan Surat 

Penetapan Penawaran 

Pembayaran Kepada 

Kreditur

Kreditur/Termohon 

diberikan salinan Berita 

Acara

Pemohon membayar Panjar 

Biaya Perkara di Kasir

Permohonan didaftar dalam 

register permohonan

Jurusita membuat berita 

acara jika Termohon 

menolak pembayaran, dan 

dilakukan penyimpanan di 

Kas kepaniteraan PN

Jurusita +2 orang saksi 

menyerahkan uang 

tersebut kepada Panitera 

PN untuk disimpan



ALUR PROSES PERKARA PENINJAUAN KEMBALI

PEMOHON/KUASA HUKUM

KEPANITERAAN PERDATA

 Menerima / memeriksa pendaftaran

permohonan PK.

 Mengecek tenggang waktu

kelengkapan permohonan PK.

 Menghitung besarnya panjar biaya

perkara.

 Kasir meregister dalam Buku Induk

Perkara PK dan SIPP.

 Meja III mersgister dalm Buku Induk

Perkara PK dan SIPP.

 Meja III membuat akta Permohonan

PK.

JURUSITA/JURUSITA 

PENGGANTI

 Pemberitahuan jawaban kepada

Pemohon PK.

 Menyerahkan berkas kepada Panitera

untuk diserahkan kepada KPN dalam

hal novum.

KETUA PENGADILAN 

NEGERI

Menunjuk Hakim untuk menyidangkan

PANITERA/WAKIL 

PANITERA

Menunjuk Panitera Pengganti

HAKIM

Mempelajari dan menetapkan hari sidang

HAKIM

Melaksanakan sidang

KEPANITERAAN PERDATA

 Meminutasi.

 Mengirim berkas ke Mahkamah

Agung.

JURUSITA/JURUSITA 

PENGGANTI

Memanggil Pemohon, Termohon

PANITERA/WAKIL 

PANITERA

 Menandatangani akta PK.

 Menujuk Jurusita/Jurusita Pengganti.

KEPANITERAAN PERDATA

 Meja III menerima jawaban dari

Termohon PK.

 Pemberitahuan jawaban kepada

Pemohon PK

JURUSITA/JURUSITA 

PENGGANTI

Pemberitahuan Putusan


